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ABSTRAK

SRI DAYANTISARL Kerjasapith, Antar Instansi  Pemerintah  delam
Pengelolaan Lalu Lintas di Kota Pare mbimbing H. Muh, Isa Ansari K dan
Hj. thyani Malik. /
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Penanggulangan Kecelakaan
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A. Latar Belakang Masalah
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Mengendalikan dan mengatur pergerakan orang dan kendaraan serta muatan
agar bisa berjalan dengan lancar dan aman diperlukan aparatur atau perangkat yang
harus mampu mengelola lalu lintas jalan. Pihak tersebut adalah pihak polisi lalu
lintas jalan dan dinas perhubungan. Kedua instansi ini memiliki tugas pokok dan
fungsi vang berbeda-beda, tetapt memiliki banyak kesamaan dalam mengatur,
mengurus, menertibkan, mengamankan dan membangun segala vang berkaitan
dengan lalu lintas jalan, sehingga dibutuhkan kerjasama antara dua instansi ini agar
berjalan dengan baik dalam mengelola lalu lintas jalan.




Dasar pentingnya untuk melakukan pengelolaan lalu lintas jalan mengacu
pada Undang-Undang Republik Indonesia No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas

dan Angkutan Jalan merupakan hak polisi untuk menegakkan dan menjalankan
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yang sering dihadapr dalam melakukan kerjasama antar dua instansi, untuk
mengatasi dan menangani kemacetan lalu lintas yang setiap hari terjadi khususnya
pada jam sibuk, kendaraan secara bersama-sama bertumpuk dalam satu titik
kepadatan, schingea diperlukan kerjasama antara Polantas dan Dishub dalam
mengurai tidak terjadinya kemacetan,

Permasalahan lainnya yang sering dihadapi untuk dilakukan kerjasama antara
Polantas dan Dishub vaitu penanganan kecelakaan lalu lintas. Ini biasanya
memeriukan penanganan secara intensif dari pihak polantas untuk mengetahui




penyebab terjadinya kecelakaan lalu lintas, sementara Dishug juga turut
bekerjasama untuk mencari penyebab kecelakaan vang terjadi diakibatkan kondisi
Jalanan yang menjadi penyebab kecelakanan terjadi.

Termasuk permasalahan yang harus diatasi, di dalam melakukan kerjasama
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yang berkaitan dengan kerjasama dalam pengaturan, pencertiban dan
penanggulangan kecelakaan dalam berlalu lintas.

Sering ditemukan terjadi diskoordinasi antar Polantas dan Dishub dalam
menjalankan pengaturan kerja khususnya pengaturan jalur jalan, kendaraan umum
dan angkutan kota, ruas jalan dan akses jalan. Sening ditemukan setiap hari kejadian
antara petugas Polantas yang bekerja mengatur pengendara lalu lintas salah jalur,
karena kurang bekerjasama dengan pihak Dishub dalam menempatkan rambu-

rambu lalu lintas, Demikian halnya sering Polantas menangkap kendaraan vang




melebihi volume kapasitas muatan trayek yang telah disahkan oleh pihak Dishub.
Demikiaan pula sering terjadi kerjasama antara pihak Polantas dan Dishub dalam
mengarahkan pengguna lalu lintas untuk memanfaatkan ruas jalan yang lebar dan

sempit sehingga sering terjadi vang menyebabkan laju kendaraan

kerjasama dalam menentukan
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Polantas dan Dishub Tetapi karena kerjasama antar instansi pemerintah dalam
penertiban belum teraktualisasi dengan baik, maka kejadian ini sering terjadi,
sehingga perlu upaya untuk lebih meningkatkan kerjasama antar instansi yang
berwenang menangani ketertiban lalu lintas jalan.

Permasalahan selanjutnya yang berkaitan dengan kerjasama antar instansi
pemerintah dari pihak Polantas dan Dishub yang berkaitan dengan penanggulanga
kecelakaan lalu lintas, Sering terjadi tingkat Kecelakaan yang berulang-ulang
menyebabkan korban lalu lintas sering ditemui, sehingga diperlukan tanggungjawab




kerja untuk penanggulangan kecelakaan terjadi. Terjadinva kecelakaan perlu
diminimalisasi dengan bekerjasama untuk saling berkomunikasi secara intensif
dalam menginformasikan kondisi tingkat keramaian atau kemacetan jalan, sehingga

masing-masing pthak mudah menguraikan terjadinya kemacetan dan mengurangi

pengaturan, penertiban dan penanggulangan dalam rangka terselenggaranya

kerjasama antar instansi pemerintah dalam mengelola lalu litas di Kota Parepare.

B. Rumusan Masalah
Berdasarkan permasalahan yang dikemas dalam latar belakang di atas, maka
rumusan masalah penelitian in1 sebagai berikut:

|. Bagaimana kerjasama dan instansi pemerintah dalam pengaturan lalu lintas di

Kota Parepare?




2. Bagaimana kerjasama dari instansi pemerintah dalam penertiban lalu lintas di
Kota Parepare?
3. Bagaimana kerjasama dari instansi pemerintah berupa pembagian kerja dalam

penanggulangan kecelakaan lalu lintas di Kota Parepare?

C. Tujuan Penelitian

penelitian ini
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Penelitan 1m  diharapkan dapat memberikan bantuan pemikiran  dan
perkembangan ilmu pengetahuan studi ilmu administrasi negara tentang
kerjasama antar instansi pemerintah dalam mengelola lalu lintas di Kota
Parepare.

2. Kegunaan Praktis
a. Upava untuk memperluas pengetahuan bagi penulis di bidang studi ilmu

administrasi negara khususnya kerjasama antar instansi pemeriniah dalam

mengelola lalu lintas di Kota Parepare.




b. Sebagai bahan informasi bagi Pemerintah yang terkait khususnva Dinas
Perhubungan dan Polisi Lalu Lintas (Polantas) yang bekerjasama dalam
mengelola lalu lintas di Kota Parepare,

c. Bermanfaat bagi peneliti lanjutan menjadi informasi penting di dalam
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TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Pengertian Kerjasama

Mengelola lalu L lebih instansi pemerintah
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dikerjakan. Bangun (2012:288) menyatakan orang atau lembaga yang bekerja
bersama atas dasar kepentingan dan tujuan disebut kerjasama. Keberhasilan suatu
organisasi yang maju dan berkembang selalu membutuhkan kerjasama, Definisi
kerjasama bagi suatu organisasi adalah melakukan suatu pekerjaan bersama atas
dasar kesepakatan menurut kepentingan, tujuan dan manfaat yang ingin dicapai.
Handoko (2015:176) menyatakan kerjasama adalah usaha vang dilakukan

oleh beberapa orang atau kelompok baik dalam suatu organisasi maupun antar

organisasi untuk mencapai tujuan bersama. Kerjasama merupakan interaksi yang




sangat penting dalam mewujudkan tujuan bersama. Pramudji (2016:95) menyatakan
pengertian kerjasama adalah pekerjaan yang dilakukan oleh dua atau lebih antar

individu dan antar organisasi yang bekerja bersama sampai terwujudnya tujuan

yang diharapkan. Tujuan tersebut adalah mewujudkan kepentingan dan manfaat

Atas dasar pengertian kerjasama ini maka Polantas dan Dishub senantiasa
bekerjasama secara terencana dan berkesinambungan untuk mengelola lalu lintas
dengan baik. Kegiatan kerjasama vang dilakukan antar instansi tersebut dalam
pengertian ini adalah bekerjasama untuk menata ruas jalan vang digunakan oleh
orang dan kendaraan agar tercipta lalu lintas vang aman, tertib, lancar dan
menjamin keselamatan setiap orang yang menggunakan akses jalan raya.

Atas pengertian kerjasama tersebut di atas, maka ada beberapa aktualisasi

atau implikasi kerjasama vang biasa diselenggarakan oleh kedua instansi antara
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lain: 1) bekerjasama memberikan arahan dan petunjuk pelaksanaan kebijaksanaan

lalu lintas, khususnya pedoman dan tata cara menggunakan kendaraan,

memanfaatkan ruas jalan dan memberikan tuntunan tertib berlalu lintas;

Il/f 'vw WJ -

////'um‘\\\\“ |

n mengelola lalu

lintas jalan, maka terlebih dahulu dipahami konsep kerjasama itu sendiri. Menurut
Martoyo (2015:92) kerjasama merupakan konsep interaksi manusia dengan
sesamanya yang berkaitan dengan kepentingan, tujuan dan manfaat vang ingin
dicapai melalui kegiatan bekerja bersama. Konsep kerjasama ini, tidak terlepas dari
teori interaksi sosial. Spenser (2014:166) menyatakan manusia sebagai makhluk
sosial selalu beninteraksi dengan sesamanya dan lingkungannya. Teori imi kemudian

diturunkan menjadi sebuah konsep kerjasama bahwa setiap manusia dalam

berinteraksi dengan sesamanva selalu bekerjasama.
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Secara konseptual kerjasama dapat dilakukan dalam berbagai prospektif
Boediono (2014:16) mengemukakan ada empat konsep kemasama vyaitu: 1)
kerjasama global; 2) kenjasama regional, 3) kerjasama fungsional dan 4) kerjasama

struktural  Keempat konsep kerjasamia ini tent berbeda-beda dari individu,

jJasama, Kerjasama global biasanya

I\
N,

\
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A
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a. Prinsip beronentasi pada pencapaian tujuan yang lebih baik. Bekerjasama
dengan melakukan kegiatan berdasarkan konsensus untuk melaksanakan sebuah
kebijakan, program atau kegiatan untuk tujuan yang lebih baik.

b. Prinsip memperhatikan kepentingan bersama. Bekerjasama untuk saling

memperhatikan kepentingan bersama, sesuai dengan langkah-langkah dan
proses tahapan kerjasama yang dijalankan dengan baik.
¢. Prinsip saling menguntungkan. Bekerjasama dengan mengutamakan manfaat

untuk memperoleh keuntungan bersama.
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Menurut Matlus dan Jackson (2016:16) mengemukakan konsep model
kerjasama vang dilakukan untuk mewujudkan tujuan organisasi yaitu:
a. Model kenasama terpadu, dilakukan oleh individu kelompok atau organisasi

dalam suatu kegiatan yang melibatkan semua aspek terintegrasi dalam sistem

ihak yang berkaitan dengan

melalui sebuah tindakan berupa kegiatan.

f Model kerjasama operasional, dilakukan oleh lebih dari dua pihak dalam
melaksanakan pekerjaan yang dilakukan secara operasional melibatkan berbagai
kepentingan, maksud dan tujuan bersama.

Memahami pentingnya konsep kerjasama vang telah diuraikan di atas, maka
kerjasama antar instansi pemerintah yang dilakukan oleh Polantas dan Dishub

selalu berkaitan dengan prinsip kerjasama yang diterapkan yaitu prinsip orientast

pencapaian tujuan, prinsip kepentignan bersama dan prinsip saling menguntungkan.
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Penerapan prinsip kerjasama ini tentu berkaitan dengan berbagai model kerjasama
vang dapat dilakukan baik berupa model kerjasama terpadu, bilateral, multlateral,
layanan, orientasi tujuan dan operasional. Semua prinsip dan model mi dapat
diaktualisasikan dalam kerjasama antar instansi pemerintah.

3. Bentuk Kerjasama

=
/// J«q wa \\\\
////’l’ll\‘\\\\

bersama-sama terlibat mewujudkan tujuannya Salah satu bentuk kerjasama
vang dilakukan oleh instansi pemerintah adalah bekerjasama dalam melakukan
pengaturan. Haryono (2013:69) wujud dari suatu kerjasama antar organisasi
pemerintah adalah mengatur jalannya aktivitas pemerintahan dan pembangunan.

Atas dasar ini bentuk kerjasama vang dilakukan oleh instansi pemerintah
vaitu pihak Polantas dan Dishub adalah melakukan kerjasama dalam mengatur

pengelolaan lalu limas jalan. Pramudji (2016:18) menyatakan bentuk kerjasama
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pengelolaan lalu lintas berupa pengaturan yang berkaitan dengan pemanfaatan
dan penggunaan jalan lalu lintas. Bentuk kerjasama pengelolaan lalu lintas
dalam pengaturan antara lain:

1) Mengatur jalur jalan lalu lintag\yaitu jalur cepat, jalur padat, dan jalur

pejalan kaki.

2) Mengatur kends

diperlukan untuk mewujudkan keamanan, kenyamanan dan keselamatan bags

pengguna jalan lalu lintas.
b. Penertiban

Kerjasama antar pemerintah dalam pengelolaan lalu lintas jalan pada
umumnya kerjasama dilakukan untuk upaya melakukan penertiban atas
pengelolaan lalu lintas jalan. Sutedjo (2017:64) menyatakan bahwa salah satu
tujuan kerjasama antar instansi pemerintah dan non pemerintah dalam

pengelolaan lalu lintas jalan adalah untuk mewujudkan penertiban, Unsur-unsur
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penting dalam penertiban pengelolaan lalu lintas jalan menurut Sugentoro
(2015:27) penertiban lalu lintas dilakukan agar pengguna jalan mendapatkan
keamanan, kenyamanan dan keselamatan selama menggunakan dan

memanfaatkan lalu lintas jalan untuk melakukan aktivitasnva.

Harditejo (2013:167) m ;A~ jjasama antar Polantas dan Dishub

4) Menertibkan para kendaraan sebagai pengguna jalan ilegal vang udak
memiliki kelengkapan surat-surat kepemilikan kendaraan, izin mengemudi
dan kelayakan kendarsan yang beroperasi dalam rangka menertibkan
pengguna lalu lintas vang tidak tertib.

Langkah-langkah penertiban vang dilakukan oleh pihak Polantas dan

Dishub 1m dilakukan sesuai dengan kesepakatan bersama dalam melakukan

kerjasama antar instansi pemerintah untuk menegakkan penertiban dalam

pengelolaan lalu lintas. Ini penting dilakukan dengan penertiban yang




16

dijalankan oleh pihak Polantas dan Dishub dalam mengelola lalu lintas
diharapkan akan terwujud teruib lalu lintas yang aman, nyaman dan selamat bagi

pengguna lalu lintas jalan,

> Penanggulangan

Aktivitas lalu Ii

\\;‘“\

diimplementasika

kerjasama secara bertanggungjawab, menciptakan kerjasama yang komunikatif
dan pembagian kerja proporsional dalam penanggulangan kecelakaan lalu
lintas.

Wujud dari kerjasama antar instansi pemerintah pada pengelolaan lalu
lintas jalan dibedakan ada tiga wujud penanggulangan vang harus
teraktualisasikan dengan baik. Kumiawati (2012:68) menyatakan ada tiga
aktualisasi kerjasama antar instansi dalam penanggulangan kecelakaan lalu

lintas yaitu:
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1) Kerjasama antar instansi yang bertanggungiawab. Setiap kecelakaan lalu
lintas harus ada pihak yang bertanggungjawab terhadap kejadian
kecelakaan. Pihak Polantas bertanggungjawab untuk mengidentifikasi

terjadinya kecelakaan lalu lintas, sementara pihak Dishub bertanggungjawab

untuk menjamin kualitas fasi gnvebabkan terjadinya kecelakaan.

etiap kejadian kecelakaan

pemerintah. Urgensi kerjasama penanggulangan kecelakaan ini dimaksudkan

agar pihak vang bekerjasama tidak mengalami disorientasi tanggungjawab
kerja, tidak mengalami miskomunikasi dalam melakukan penjaringan informasi
tentang kecelakaan lalu lintas dan udak terjadi diskoordinasi di dalam
melakukan pembagian tugas kerja dalam pengelolaan lalu lintas jalan.
4. Konsep Pengelolaan Lalu Lintas Jalan
Konsep pengelolaan lalu lintas jalan mengandung makna bahwa setiap
gerak/pindah kendaraan dan satu tempat ke tempat vang lain dengan menggunakan
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kendaraan harus dikelola dengan baik dalam suatu jalanan. Jalanan merupakan
prasarana perhubungan darat dalam bentuk fisik vang dibangun untuk pergerakan
kendaraan. Baik menggunakan jalur, lajur, persimpangan, pemberhentian, parkir

dan pemakaian jalan yang memiliki kelengkapan rambu-rambu jalan vang harus

kemudahan perjalanan yang dapat memanfaatkan kecepatan, percepatan,

muatan, perlambatan dan pengangkutan dengan menggunakan fasilitas jalan dan
kelengkapannya.

c. Jalan lalu lintas. Jalan merupakan lintasan yang dibangun secara fisik untuk
dilalui kendaraan baik roda dua, roda empat atau lebih, pejalan kaki dan
transportasi lain vang sesuai dengan pemanfaatan mode alur, jalur, lajur, ruas
dan penggunaan jalan untuk melakukan perjalanan dari satu tempat ke tempat
lain.
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Ketiga unsur pengelolaan lalu lintas jalan ini harus dimanfaatkan dan
dikelola dengan baik oleh setiap pengguna jalan yang menggunakan kendaraannya

untuk melintas, bergerak atau berpindah dari satu tempat ke tempat vang lain
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kewenangan untuk melakukan peng

ketertiban, mencegah terjadinya kecelakaan demi keamanan dan keselamatan
pengguna jalan, maka kedua instansi ini bekerjasama untuk melakukan pengaturan,
penertiban dan penanggulangan kecelakaan lalu lintas.

B. Kerangka Pikir
Kerangka pikir mengacu padas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009
tentang Lalu Lintas. Kemudian diperkuat oleh teori aktualisasi kerjasama dar .
Friedrich (2012) vang menyatakan antar organisasi selalu melakukan kerjasama
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dalam bentuk pengaturan, penertiban dan penanggulangan secara bersama dalam
mewujudkan tujuan organisasi. Lebih jelasnya ditunjukkan gambar kerangka pikir
di bawah 1ni:

KERJASAMA ANTAR INSTANSI

A

.....

C. Fokus Penelitian
Fokus penclitian ini yaitu kerjasama antar instansi pemerintah dalam
mengelola lalu lintas di Kota Parepare. Kerjasama antar instansi pemerintah

meliputi pengaturan, penertiban dan penanggulangan.
D. Deskripsi Fokus Penelitian
Deskripsi fokus penelinan merupakan penjelasan atau uraian masing-masing

dari fokus yang diamati untuk memberikan kemudahan dan kejelasan tentang

pengamatan. Lebih jelasnya diuraikan sebagai berikut:
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I Kerjasama antar instansi pemerintah adalah keterlibatan lebih dan dua instansi

pemerintah dalam hal imi Polantas dan Dinas Perhubungan dalam melakukan

pekerjaan, pengaturan, penertiban dan penanggulangan kecelakaan lalu lintas

A\Y

\\\\mJn////

. Perparkiran yaitu bekerjasama dalam menertibkan perparkiran
¢. Rambu-rambu yaitu bekerjasama dalam menertibkan rambu-rambu lalu
lintas yang harus dipatuhi
d. Surat kendaraan yaitu bekerjasama dalam menertibkan  surat-surat
kendaraan yang ilegal
4, Penanggulangan adalah kerjasama yang dilakkan oleh dua instansi pemerintah

dalam melakukan penaggulangangan kecelakaan vang terjadi pada lalu lintas

jalan. Penanggulangan ini meliputi:
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a. Tanggungjawab vaitu bekerjasama dalam menunjukkan tanggungjawab
menangani kecelakaan
b. Komunikasi vaitu bekerjasama melalui berkomunikasi secara intensif

menginformasikan penanggulangan kecelakaan

¢. Pembagian kerja vaitu / ¥ dalam melakukan pembagian kerja
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METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Lokasi Penelitian

1. Waktu Penelitian

a bulan, setelah peneliti
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Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif, Penelitian kualitatif mencakup
penggunaan subjek yang dikaji dan kumpulan dan berbagai data studi kasus,
pengalaman pribadi, wawancara, teks hasil pengamatan, visual yang
menggambarkan makna keseharian.

2. Tipe Penelitian

Tipe penelitian adalah studi kasus dengan maksud peneliti mengkaji kasus yang

berkaitan dengan kerjasama antar instansi pemerintah dalam mengelola lalu

lintas di Kota Parepare.
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. Sumber Data

Sumber data peneliian i ada dua yang terdini atas data primer dan data
sckunder, sebagai benkut:
1. Data primer yaitu data yang diperoleh dari hasil:

-

-

"

N
AN

i\?"’//Z

gk
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1. Kepala Polantas Kota Parepare 1
2. Kepala Dinas Perhubungan Kota Parcpare |
3. Petugis Polantas Kota Parepare |
4. Petugas dari Dinas Perhubungan Kota Parepare |
5. Masyarakat Pengguna Lalu Lintas di Kota Parcparc >
Total 6

Jadi total informan kunci dalam penelitian ini sebanyak 6 orang, namun jumiah
linforman penelitian bisa bertambah di lapangan jika diperlukan.
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E. Teknik Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu dengan
melakukan observasi langsung, wawancara mendalam dan dokumentasi. Berikut

teknik pengumpulan data:

1. Observasi Langsung

dengan bertanya kepada informan sesuai pedoman wawancara vang telah dibuat

tanpa memperlihatkan kepada informan hal-hal vang berkaitan dengan fokus
permasalahan yang diamati.
3. Dokumentasi
Dokumentasi vaitu penggunaan catatan-catatan atau pengambilan
gambar yang ada di lokasi penelitian untuk dijadikan referensi sumber yang

relevan dengan penelitian ini.
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F. Teknik Analisis Data
Teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian im merupakan
aktivitas yang difokuskan untuk mengolah data-data yang telah didapatkan oleh

penelitt melalw kegiatan wawancara, observasi dan tekmk dokumentasi dalam

hubungannya dengan kerjasama ar
lintas di Kota Parepare,

si pemerintah dalam mengelola lalu
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observasi dan dokumentasi, kemudian memilah dan mengambil hal-hal yang

penting, yang difokuskan pada permasalahan vang ingin dikaji oleh penehiti
dengan berdasarkan pada indikator vang dikembangkan dalam pedoman

wawancara vang terkait dengan kerjasama amtar instansi pemerintah dalam
mengelola lalu lintas di Kota Parepare.
2. Menyajikan Data
Langkah utama kedua dari kegiatan analisis data ini peneliti banyak

terlibat dalam kegiatan penyajian atau penampilan (dispfay) dari kata yanp
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dikumpulkan dan dianalisis sebelumnya. Setelah mereduksi data sesuai dengan
hal-hal pokok vang difokuskan pada permasalahan vang ingin dikaji, langkah
selanjutnya adalah peneliti menyajikan data tersebut dalam bentuk narasi,

Artinya, setiap fakta dan informasi yang didapatkan vang terjadi ataupun tidak

ditemukan peneliti, kemudian _
fenomena-fenomena /,./
. - ;
|'gar g A

dan diberikan interprestasi terhadap

Penya
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1 terorgamsirkan,

sclanjutnya, Proses untuk mendapatkan kebenaran laporan imilah vang disebut

verifikasi data. venfikast data dilakukan secara terus menerus sepanjang proses
penelitian dilakukan sejak pertama kali memasuki lapangan dan selama proses
pengumpulan data. Peneliti berusaha untuk menganalisis lebih lanjut dan
mencart makna dan data ulang dikumpulkan, berbobot dan kuat sedang data

lain yang tidak menunjang, Selanjutnya dituangkan dalam bentuk kesimpulan

yang masih bersifat naratif.




Sctelah data disajikan dan diverifikasi dalam bentuk naratif berdasarkan
pemaknaan terhadap fenomena-fenomena yang terjadi di lapangan, langkah
peneliti selanjutnya adalah menarik kesimpulan berdasarkan pemaparan data

tersebut. Penyimpulan data sesuai dengan fokus masalah, kesimpulan yang




BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Singkat Obyek Penelitian

b. Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelaanan secara mudah,
responsif dan tudak diskriminatif;

c. Menjaga keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas untuk menjamin
keselamatan dan kelancaran arus orang dan barang,

d Menjamin keberhasilan penanggulangan gangguan keamanan dalam
negeri;

e. Mengembangkan perpolisian masyarakat yang berbasis pada masyarakat
patuh hukum;
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f. Menegakkan hukum secara profesional, objektif, proporsional transparan
dan akuntabel untuk menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan,

g2 Mengelola secara profesional, transparan, akuntabel dan modern seluruh
sumber daya Polri guna mendukung operasional tugas Polri;

h. Membangun sistem sincigi polis 'onai interdepartemen dan lembaga
internasional mau

,/,, q‘p‘\\\
% ‘..‘;
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Kota Parepare telah menetapkan Peraturan Daerah Tentang Organisasi dan

Tata Kerja Dinas Daerah Kota termasuk didalamnya adalah Dinas
Perhubungan Kota Parepare dengan tugas pokok dan fungsi :

' a. Dinas Perhubungan mempunyai tugas melaksanakan sebagian
kewenangan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan

tugas pembantuan dibidang perhubungan yang menjadi tanggung jawab

dan kewenangannya berdasarkan peraturan dan perundang-undangan yang
berlaku.
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b. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada poin satu, Dinas |
Perhubungan melaksanakan fungsi .

I) Perumusan kebijakan teknis dibidang perhubungan berdasarkan

b. Kepala Dinas membawahi -

1) Sekertaris, membawahi tiga Sub Bagian terdiri dari Sub Bagian
Administrasi Umum dan Kepegawaian.Sub Bagian Perencanaan dan
Keuangan dan Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan,

2) Bidan Perhubungan Darat, membawahi tiga seksi terdiri dari Seksi

Transportasi Perkotaan, Seksi Lalu Lintas Angkutan Jalan, Seksi

Pengawasan dan Perizinan Angkutan.
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3) Bidang Pengembangan Sistem Transportasi membawahi tiga Seksi
terdiri dari Seksi Pengembangan Transportasi Laut dan Udara, Seksi
Rekayasa Transportast Darat dan Seksi Manajemen Transportasi

Darat.

4) UPTD

5) Kelompak
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REGIDENT TURJAWALI KANIT LAKA | | KANIT DIYAKSA
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b. Struktur Organisasi Dinas Perhubungan Kota Parepare:

IIIA

\\\hm//

penanggulangan kecelakaan lalu lintas. Informan penelitian ini ditunjukkan

pada tabel berikut:
Tabel 4.1
Informan Penelitian
Nama Informan Jabatan Keterangan

Budi Susilo Kasat Lantas Kota Parepare BS
Yodi Haya Kepala Dinas Perhubungan YH
Nurdin Petugas Polantas NR
Riber BA Petugas Dinas Perhubungan RB
Jamaluddin Masyarakat M
Saripa Masvarakat SR

Sumber: Data setelah diolah, 2019,
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Berikut peneliti melakukan wawancara dengan informan BS selaku

Kasat Lantas Kota Parepare untuk menanyakan bagaimana kerjasama antar

instansi pemerintahan dalam pengelolaan lalu lintas dilihat dari pengaturan,

nnnnn

n o _.‘s'- 1 i ibkan  dan
enish i acolakaan lalu lintas
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dan Dinas Perhubungan telah melakukan kerjasama antar instans: vang
berkaitan dengan pengelolaan lalu lintas jalan untuk melakukan pekerjaan
mengatur, menertibkan dan menanggulang kejadian kecelakaan lalu lintas
vang menggunakan dan memanfaatkan fasilitas jalan atas kendaraan yang
dioperasionalkan.

B. Hasil Penelitian

Hasil penelitian mengenai kerjasama antar instansi pemernintah dalam

pengelolaan lalu lintas di Kota Parepare. Kerjasama antar instanst pemerintah
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‘adalah keterlibatan lebih dan dua instansi pemerintah dalam hal ini Polantas dan
Dinas Perhubungan dalam melakukan pekerjaan, pengaturan, penertiban dan
penanggulangan kecelakaan lalu lintas jalan untuk mewujudkan pengelolaan lalu

lintas sebagai upava kerjasama yang dilakukan oleh pihak Polantas dan Dishub
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pengaturan jalur jalan, kendaraan, ruas jalan dan akses jalan.

Tabel 4.2
Persentase Kegiatan Kerjasama Polantas dan Dinas Perhubungan
dalam Pengaturan Lalu Lintas di Kota Parepare

- Kerjasama Instansi Pemerintah dalam o
Pengaturan Lalu Lintas Realisasi Persentase (%)
Pengaturan Jalur Jalan 695
Pengaturan Kendaraan 60.8
Pengaturan Ruas Jalan 456
Pengaturan Akses Jalan 55.3
Rati-rata Persentase Pengaturan (%) 578

Sumber: Polantas dan Dishub Kota Parepare, 2019
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Tabel 42 menunjukkan data persentase kegiatan kerjasama antar
instansi pemerintah dalam hal ini Polantas dan Dinas Perhubungan untuk
pengaturan jalur jalan realisasi baru mencapai 69.5% untuk mengatur

kendaraan realisasi sebesar 60 8% untuk

emerintah ‘l’;,'
7o
BN o% ¢/

| ke _

&qufAAN Di\.&Q . Berikut hasil
e Ny e | Kota Parepare

untuk menanyakan mengenai  kerjasama pihak Polantas dan Dinas
Perhubungan dalam melakukan pengaturan jalur jalan untuk kelancaran lalu

lintas kendaraan. Petikan wawancara dengan informan:

“Saya selalu mengingatkan angpota Polantas untuk senantiasa
memperhatikan jalur jalan agar diatur dengan baik dan melakukan
kerjasama dengan pihak dishub untuk kelancaran jalur jalan yang
dilewati oleh pengendara” (19 Jum 2019).

Selanjutnya peneliti mewawancaral petugas polantas informan NR

untuk menanyakan hal yang sama. Petikan wawancara dengan informan:
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“Saya siap selalu untuk mengatur jalur jalan agar tetap lancar bersama
dengan anggota dishub. Pengaturan jalur jalan penting mengingat
kelancaran jalur jalan sangat dibutuhkan oleh pengendara, di mana
jalur jalan di Kota Parepare merupakan jalur jalan provinsi yang harus
diatur dengan baik™ (19 Juni 2019).
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Penelit selanjutnya mewawancarai informan masyarakat pengguna
jalan yaitu informan JM untuk menanyakan pendapatnya tentang bagaimana
kerjasama dari pihak Polantas dan Dinas Perhubungan dalam pengaturan jalur
jalan lalu lintas, Berikut hasil wawancara dengan informan:

“Sebagai masyarakat pengguna jalan sava melihat kerjasama antar

polantas dan dishub telah terjalin suatu kerjasama dalam mengatur

jalur jalan agar terwujud kelancaran jalan yang nyaman dan aman bagi
pengguna jalan yang menggunakan Kendaraan™ (26 Juni 2019).
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Int memberi makna bahwa polantas dan dishub telah melakukan
kerjasama di dalam mengatur jalur jalan vang tertata dengan baik untuk

memberikan  kelancaran bagi  pengguna jalan dalam  menggunakan

ang telah dibangun atau disediakan.

pengaturan kendaraan untuk kelancaran lalu lintas. Petikan wawancara
dengan informan;

“Tugas sava di dishub senantiasa memperhatikan tingkat kemacetan
yang terjadi pada jam-jam tertentu pada satu titik keramaian, sehingga
saya selalu berkoordinasi dengan polamas untuk memberikan
informasi mengenai tingkat kepadatan kendaraan pada jam-jam
tertentu untuk menghindan terjadinya kemacetan sebagai bentuk
kerjasama yang saya lakukan™ (24 Juni 2019).

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan dari pihak Polantas

dan Dinas Perhubungan di atas, menunjukkan bahwa Kkerjasama antar
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pemerintah dalam hal pengaturan kendaraan telah dilakukan, khususnya di
dalam mengatur kendaraan untuk tidak bertumpu pada satu titik kemacetan,

sehingga kerjasama yang saya lakukan yaitu bekerjasama mengurai

berjalan dengan baik.

Peneliti s

||||||

menegura 1

¢. Ruas Jalan

Pengaturan ruas jalan lalu lintas diwujudkan dengan kerjasama vang
dilakukan amara pihak Polamtas dan Dinas Perhubungan. Berikut hasil
wawancara peneliti dengan informan BS selaku Kasat Lantas Kota Parepare
untuk menanyvakan mengenai  kerasama pihak  Polantas dan Dinas

Perhubungan dalam melakukan pengaturan ruas jalan untuk kelancaran lalu

lintas kendaraan Petikan wawancara dengan informan:




“Kerjasama antar pemerintah dalam hal ini polantas dan dishub telah
terjalin dengan baik dalam melakukan pengaturan lalu lintas jalan,
khususnya di dalam menangani berbagai kemacetan dan tingkat
kecelakaan lalu lintas, karena itu kami berkomitmen untuk mengatur
ruas jalan sesuai dengan tingkat kepadatan kendaraan sesuai dengan
ruas jalan yang dilewati. Karena kondisi jalan yang ada di Kota
Parepare ada ruas jalan yang lebar dan ada vang sempit yang harus
diatur dengan baik” (19 2019).
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dishub saling berkoordinasi dalam mengatur lalu lintas jalan,

Peneliti selanjutnva mewawancarai informan masyarakat pengguna
Jalan yaitu informan JM untuk menanyakan pendapatnva tentang bagaimana
kerjasama dari pihak Polantas dan Dinas Perhubungan dalam pengaturan ruas

jalan lalu lintas. Berikut hasil wawancara dengan informan:

“Kondisi ruas jalan vang ada di Kota Parepare vang saya lihat saat ini
ada ruas jalan yang sempit dan ruas jalan yang lebar, biasanya di ruas
jalan yang sempit saya melihat polantas dan dishub sibuk dalam
mengatur lalu lintas jalan. Ini menunjukkan sudah tenalin kerjasama
vang bark dan kedua instansi pemerintah dalam melakukan
pengelolaan lalu lintas™ (26 Juni 2019),
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Ini membert makna bahwa Polantas dan Dishub telah menjalin
kerjasama yang baik untuk mengatur aktivitas lalu lintas jalan khususnya pada

ruas jalan yang sempit yang sering mengalami kemacetan, khususnva ruas

Jalan yang hanya dilewati satu jalur kendaraan dan pada waktu-waktu tertentu
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nforman RB untuk mengetahui pendapatnya mengenai kerjasama dalam
pengaturan akses jalan untuk kelancaran lalu lintas. Petikan wawancara
dengan informan:

“Sebagai pelaksana pengadaan dan perbaikan akses jalan Dishub
berupaya untuk memperbaiki semua fasilitas jalan yang rusak dalam
rangka memperlancar akses jalan vang menghubungkan dari satu jalan
primer dengan jalan sekunder, termasuk pula jalan tersier untuk
menghindari terjadinya  kemacetan, sehingga ada upaya untuk
bekerjasama dengan Polantas dalam memperlancar akses jalan bagi
pengguna lalu lintas™ (24 Juni 2019),
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Berdasarkan hasil wawancara dengan informan dari pihak Polantas
dan Dinas Perhubungan di atas, menunjukkan bahwa telah ada kerjasama

antara Polantas dan Dishub untuk memperlancar lalu lintas jalan. Bagi
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lalu lintas jalan,
as jalan dan memperbaiki
akses jalan untuk mempermudah kelancaran lalu lintas dan meminimalisasi
terjadinya kemacetan pada titik keramaian,
2, Kerjasama dalam Penertiban Lalu Lintas
Penertiban adalah kerjasama Polantas dan Dinas Perhubungan dalam
menertibkan lalu lintas jalan dari gangguan vang bisa menghambat kelancaran

lalu lintas. Kerjasama antar instansi pemerintah dalam penertiban meliputi

penertiban kondisi kemacetan, perparkiran, menertibkan rambu-rambu lalu
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lintas yang harus dipatuhi dan surat-surat kendaraan yang ilegal. Berikut
ditunjukkan data sekunder mengenai data ungkat persentase kegiatan
kerjasama yang dilakukan Polantas dan Dinas Perhubungan Kota Parepare
yang berkaitan dengan aktivitas penertiban kemacetan. perparkiran, rambu-
rambu lalu lintas dan surat
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untuk rambu-rambu lalu lintas sebesar 52.7% dalam bekerjasama menertibkan
rambu-rambu vang harus dipatuhi masyarakat pengguna jalan, dan surat
kendaraan realisasi sebesar 18.6% bekerjasama menertibkan keberadaan surat
kendaraan yang ideal. Rata-rata persentase penertiban jalan di Kota Parepare
adalah 47 85%, yang berarti masih perlu ditingkatkan kerjasama antar instansi
pemerintah dalam pengelolaan lalu lintas.

Berikut diuraikan hasil penelitian mengenai kerjasama antar instansi

pemerintah dalam penertiban lalu lintas jalan:
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a. Kemacetan
Penertiban kemacetan lalu lintas diwnjudkan dengan kerjasama yang
dilakukan antara pihak Polantas dan Dinas Perhubungan Berikut hasil

wawancara peneliti dengan informan BS selaku Kasat Lantas Kota Parepare
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Kota Parepare” (24 Juni 2019),

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan dari pihak Polantas
dan Dinas Perhubungan di atas, menunjukkan bahwa terjalin kerjasama antar
pemerintah vaitu pihak Polantas dan Dishub untuk menertibkan terjadinya
kemacetan jalan lalu lintas di mana Polantas membutuhkan kerjasama dengan
Dishub untuk memperbaiki kondisi jalan yang rusak dan menyediakan rambu-
rambu jalan yang berkaitan dengan penguraian terjadinya kemacetan atas lalu

lintas masuk dan keluar Kota Parepare.
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Penelit selanjumya mewawancarai informan masyarakat pengguna
Jalan yaitu informan JM untuk menanyakan pendapatnva tentang bagaimana
kerjasama dari pihak Polantas dan Dinas Perhubungan dalam penertiban
kemacetan lalu lintas. Berikut hasil wawancara dengan informan:

an di jalan, sava melihat banyak
; hai].. Pnlmgas maupun Dishub.
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“Bagi kami Polantas, akan selalu menindak pengguna kendaraan vang
memarkir kendaraannya di sembarang tempat atau dibahu jalan yang
tidak disediakan tempat parkir. Karena itu saya sering bekerja sama
dengan Dishub untuk menentukan lokasi perparkiran vang bisa

digunakan oleh pengguna jalan tanpa mengganggu lalu lintas jalan™

(19 Juni 2019).

Peneliti kemudian mewawancarai pegawai Dinas Perhubungan vaitu
informan RB untuk mengetahui pendapatnya mengenai kerjasama dalam
penertiban perparkiran kendaraan. Petikan wawancara dengan informan:
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“Saya telah bekerjasama dengan Polantas untuk memasang rambu
Jalan khususnya tempat-tempat yang dapat dijadikan parkir seperti
tanda larang parkir di setiap persimpangan jalan atau pada tempat
keramaian termasuk di larang parkir di depan Kantor Pemerintah” (24
Juni 2019),

Berdasarkan hasil wawanCara dengan informan dari pihak Polantas

..\ telah ada kerjasama
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tempat yang sering ramai dan terkadang menimbulkan kemacetan. Menjadi

wajar bila pengguna jalan ada yang ditilang karena memarkir bukan pada
tempatnya di mana pihak Dishub sudah berkoordinasi dengan Polantas
menyediakan tempat parkir yang jauh dan tingkat kemacetan lalu lintas jalan.
¢. Rambu-rambu

Penertiban rambu-rambu lalu lintas diwujudkan dengan kerjasama

yang dilakukan antara pihak Polantas dan Dinas Perhubungan. Berikut hasil




wawancara peneliti dengan informan BS selaku Kasat Lantas Kota Parepare
untuk menanyakan mengenai kerjasama pihak Polantas dan Dinas
Perhubungan dalam melakukan penertiban rambu-rambu lalu lintas Jalan.

Petikan wawancara dengan inform

“Sebagai Polantz me; as untuk menertibkan :
jalan yang me 1 vang telah dipasang. Karena
itu kami Dishub untuk memberi

kendaraan sesuai

dengan rambu-rambu jalan yang tersedia dan Dishub memasang rambu-rambu
jalan yang harus diperhatikan dan dipatuhi oleh pengguna jalan dan ini sangat
membantu Polantas dalam menertibkan lalu lintas jalan

Penehiti selanjutnya mewawancarai informan masyarakat pengguna
jalan yaitu informan JM untuk menanyakan pendapatnya tentang bagaimana

kerjasama dan pihak Polantas dan Dinas Perhubungan dalam penertiban

rambu-rambu lalu lintas. Berikut hasil wawancara dengan informan:
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“Saya melihat di setiap jalan banyak rambu-rambu yang dipasang, dan
disetiap rambu-rambu khususnya di persimpangan jalan yang ada
lampu merah biasanya ada petugas Polantas yang siap siaga
menertibkan. Demikian pula setiap saat rambu-rambu jalan bisa
dipasang dan dipindahkan oleh Dishub untuk menertibkan lalu lintas
Jjalan™ (26 Juni 2019),

“Salah satu tugas Polantas adalah mengamati dan memeriksa surat-
surat kendaraan dari pengguna jalan. Ini penting untuk mengetahui
aktivitas kendaraan vang legal beroperasi seperti bulan dan tahun
operasional dari nomor kendaraan, schingga bila terjadi kecelakaan
atau hal-hal yang berkaitan dengan kendaraan dan penggunanya dapat
ditdentifikasi. Uniuk surat kendaraan kami tidak melakukan kerjasama
dengan Dishub™ (19 Juni 2019),

Penehii kemudian mewawancarai pegawai Dinas Perhubungan yaitu
informan RB untuk mengetahui pendapatnya mengenai kerjasama dalam

penertiban surat kendaraan. Petikan wawancara dengan informan:
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“Bagi Dishub yang berkaitan dengan penertiban surat kendaraan untuk
saat i1 hanya berkaitan dengan travek untuk mengenai berat beban
muatan vang diangkut oleh kendaraan. Sehingga kerjasama kami
dengan Polantas jarang dilakukan hanya mengkomunikasikan jenis
kendaraan dengan tarif trayek untuk pemuatan setiap kendaraan vang
dapat melalui jalur lalu lintas khusus™ (24 Juni 2019).

Berdasarkan uraian di atas menunjukkan bahwa kerjasama dalam
penertiban lalu lintas telah diwujudkan oleh pihak Polantas dan Dinas
Perhubungan telah melakukan kerjasama, yang berkaitan dengan penertiban
kemacetan, perparkiran dan rambu-rambu jalan, sedangkan untuk kegiatan
operasional surat kendaraan dilakukan masing-masing instansi Polantas dan

Dishub.




3. Kerjasama dalam Penanggulangan Kecelakaan Lalu Lintas
Penanggulangan kecelakaan lalu lintas adalah kerjasama Polantas dan
Dinas Perhubungan dalam menanggulangi kejadian kecelakaan lalu lintas

Jalan yang bisa menghambat kelancaran lalu lintas. Kerjasama antar instansi

Tabel 4.4 menunjukkan data persentase kegiatan kerjasama antar

instansi pemenntah dalam hal ini Polantas dan Dinas Perhubungan untuk
penanggulangan kecelakaan dilihat dari tanggungjawab dengan persentase
realisasi mencapai 724% dalam menangani kecelakaan lalu lintas,

sclanjutkan  komunikasi menunjukkan realisasi sebesar 68.2% intensif

menginformasikan kejadian kecelaakan, dan pembagian kerja realisasi sebesar
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55.9% bekerjasama melakuka pembagian kerja untuk penanggulangan
kecelakaan lalu lintas di jalan. Rata-rata persentase penanggulagnan
kecelakaan lalu lintas di Kota Parepare adalah 65.5%, vang berarti masih
perlu ditingkatkan kerjasama a instansi pemerintah dalam pengelolaan

lalu lintas.
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"Bagi Polantas apabila terjadi kecelakaan tanggungjawab yang
dilakukan adalah penyidikan di TKP, biasanya melibatkan pihak
Dishub apabila kecelakaan tersebut terjadi di jalan raya dan merusak
fasilitas lalu lintas yang tersedia. Tanggungiawab Polantas vaitu
menyelidiki penyebab kecelakaan, kondisi korban, keberadaan pelaku
dan kondisi kendaraan™ (19 Juni 2019),

Peneliti kemudian mewawancarai Kepala Dinas Perhubungan vaitu
informan YH untuk mengetahui pendapatnya mengenai tanggungjawab untuk

bekerjasama dalam penanggulangan kecelakaan lalu lintas di jalan. Petikan

wawancara dengan informan:




“Bagi Dishub menjadi tanggungjawab apabila terjadi kerusakan
fasilitas lalu lintas misalnya terjadi kecelakaan karena jalan berlobang,
karena fasilitas lampu jalan vang mati, dan tidak tersedia zebra cross
untuk menyeberang jalan. Ini menjadi tanggungjawab kami karena itu
kami bekerjasama dengan Polantas untuk menginformasikan hal-hal
yang berkaitan dengan kondisi fasilitas jalan vang digunakan oleh
pengguna jalan” (24 Juni p

dengan informan dari pihak Polantas

|||||||

sedangkan Dishub beranggun, asilitas jalan yang
rusak atau tidak berfungsi yang menyebabkan kemacetan dan
kecelakaan lalu lintas™ (26 Juni 2019).

Im memberi makna bahwa ada kerjasama di dalam melakukan
penanggulangan lalu lintas sesuai dengan tanggungjawab masing-masing
dalam melaksanakan tugasnva untuk kecelakaan lalu lintas dan kemacetan

biasanya tanggungjawab ada pada Polantas, sedangkan untuk kerusakan

fasilitas lalu lintas biasanya ada pada Dishub.
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b. Komunikasi

Komunikasi dalam penanggulangan kecelakaan lalu lintas diwujudkan

dengan kerjasama yang dilakukan antara pihak Polantas dan Dinas

keeeiakaan, sehmgga saya selalu bekcf}asama dengan pihak Polantas
untuk memperhatikan pengguna jalan agar tidak merusak fasilitas
Jalan yang telah dibangun dan disediakan™ (24 Juni 2019).

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan dari pihak Polantas
dan Dinas Perhubungan di atas, menunjukkan bahwa sudah ada kerjasama
antara kedua instansi pemerintah untuk melakukan penanggulangan kegiatan
lalu lintas agar ndak terjadi kecelakaan dan kemacetan dengan tetap
mematuhi peraturan lalu lintas dari Polantas dan memperhatikan rambu-
rambu jalan vang disediakan oleh Dishub.




Peneliti selanjutnya mewawancarai informan masyarakat pengguna
jalan yaitu informan SR untuk menanyakan pendapatnya tentang bagaimana
kerjasama dari pihak Polantas dan Dinas Perhubungan dalam berkomunikasi

untuk menangani kejadian ke lalu lintas di jalan. Berikut hasil

wawancara dengan inforg

ishub melakukan kerjasama
aur lalu limas jalan dan
Dishub  hanva
ek. Tentunya
\ kasi  dalam

-

ggulangan kecelakaan lalu lintas
diwujudkan dengan kerjasama vang dilakukan antara pihak Polantas dan
Dinas Perhubungan untuk melakukan pembagian kerja menangani kejadian
kecelakaan lalu lintas jalan Berikut hasil wawancara peneliti dengan
informan BS selaku Kasat Lantas Kota Parepare untuk menanyakan mengenai
kerjasama pihak Polamtas dan Dinas Perhubungan dalam pembagian kerja
untuk menanggulangi kejadian kecelakaan di lalu lintas jalan. Petikan

wawancara dengan informan:




“Bagi Polantas pembagian kerja vang dilakukan selama ini didasarkan
sesual  dengan kewenangan masing-masing instansi. Polantas
pembagian kerja berdasarkan pengelolaan lalu lintas untuk mengatur,
menertibkan dan penanggulangan yang berkaitan dengan penggunaan
kendaraan umum dan pribadi yang menggunakan lalu lintas sesuai
‘dengan peraturan lalu lintas yang berlaku™ (19 Juni 2019).

kerjasama dari pihak Polantas dan Dinas Perhubungan dalam membag
pekerjaan penanganan kejadian kecelakaan lalu lintas di jalan. Berikut hasil
wawancara dengan informan:

“Sava melihat Polantas sibuk mengatur pengguna kendaraan sesum
dengan rambu-rambu lalu lintas dan saya melihat Dishub sibuk
mengatur  dan  menempatkan rambu-rambu  lalu  lintas  untuk
memudahkan pengguna jalan menggunakan fasilitas jalan dengan
baik. Kedua instansi ini bekerjasama untuk menghindari terjadinya
kemacetan dan minimalisasi kecelakaan lalu lintas™ (26 Juni 2019).
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Berdasarkan uraian di atas menunjukkan bahwa kerjasama dalam
penanggulangan kecelakaan lalu lintas telah dilakukan oleh pihak Polantas
dan Dinas Perhubungan untuk menanggulangi segala hal perisitwa atau
kejadian lalu lintas jalan, sghingga kedua instansi masing-masing
| akuf dan melakukan pembagian

\"- lintas dan jatuhnya korban

L e

an undang-undang

terdahulu karena dianggap tidak relevan dengan kondisi perlalulintas dan
angkutan jalan saat ini. Inti dari rancangan undang-undang tersebut adalah
adanya porsi bagi Departemen Perhubungan, khususnva Direktorat
Perhubungan Darat, serta Dinas Perhubungan di lapangan untuk berbagi
kewenangan dengan pihak Polri (Polantas) dengan pengaturan lalulintas di
Jalan.

Diketahut bahwa kewenangan Dishub hanya terbatas pada
keseimbangan pengangkutan barang oleh kendaraan. Proporsonalitas antara
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barang vang diangkut dengan kendaraan yang diangkut menjadi batasan dan
kewenangan Dishub. Untuk beberapa kasus, Dishub juga melakukan tilang
atas kendaraan angkutan barang yang tidak proporsional dalam mengangkut
barang. Disamping itu, salah satu kewenangan dari Dishub adalah uji

kelayakan jalan sebuah kendar: motor. Diluar hal tersebut, Dishub
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melainkan Departemen Perhubungan mulai menerjunkan motor dan mobil
patroli untuk melakukan pengaturan lalu lintas secara intensif berdampingan
dengan petugas Polantas di lapangan Kondisi ini dilihat dari kacamata
masyarakat, sesungguhnya sebuah persandingan yvang ideal dalam mengatur
lalu lintas, namun bila dilihat dari kacamata kelembagaan sesungguhnya telah
terjadi persaingan yang kurang sehat dan penumpukan beban sumber daya
manusia yang tidak efektif, sehingga muncul kebingungan dari para pengguna

jalan terkait dengan pengaturan lalu lintas jalan yang simpang siur.
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2. Kerjasama antar Instansi Pemerintah dalam Penertiban Lalu Lintas
Jalan

Fenomena keramaian mulai merambah kota, hal ini patut dicermati.

Hadirmya beragam kendaraan tentu membawa ironi, misalnya bentor, ojek
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- kondisi kerja

sama besar, tetapi yang lebih utama adalah kesepakatan vang jelas dari
kerjasama tersebut. Dengan demikian, kesuksesan kerjasama tidak akan
dicapai kalau hanya satu pihak saja vang berperan, sedangkan pihak lainnva
hanya menuntut hasil. Oleh karena itu sebelum kesepakatan kerjasama
disepakati, harus jelas dulu apa saja yang discpakati beserta aturan yang
berlaku didalamnya jadi dalam kerjasama harus dimunculkan rasa kesadaran
memiliki schingga melahirkan rasa bertanggung jawab atas apa yang telah
disepakati dalam kerjasama.




Dalam mencapai tujuan bersama, kerjasama memberikan manfaat
vang besar bagi kerja suatu organisasi. Kerjasama mendorong berbagai upaya
individu agar dapat bekerja lebih produktif, efektif, dan efisien Sejauh ini
pihak Polantas maupun dishub melakukan kerjasama dalam penertiban lalu
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antara lain dengan memberi instruksi. perintah, mengadakan pertemuan untuk

memberikan kejelasan bimbingan dan nasehat, dan bila perlu memberikan
teguran.

Berdasarkan hal tersebut, menunjukkan bahwa kerjasama antar
instansi pemerintah dalam hal ini Polantas dan Dishub, telah diterapkan dalam
menertibkan lalu lintas dari gangguan yang bisa menghambat kelancaran lalu

lintas seperti kemacetan di jalan, menertib parkir liar vang terjadi,

menertibkan rambu-rambu di jalan agar pengguna jalan mematuhi setiap




rambu yang telah ditetapkan dan menertibkan surat kendaraan untuk
menghindan kepemilikan surat kendaraan yang ilegal. Terjalinnva kerjasama
dalam penertiban lalu lints imi tidak terlepas dari sikap antar instansi

pemerintah ini untuk saling menghormati dalam melakukan kerjasama
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(termasuk setiap orang berhak melakukan penegakan hukum lalu lintas yang
bersifat terbatas/dalam hal tertangkap tangan). Penegakan hukum lalu lintas
Jjalan adalah kegiatan dan tindakan pemeriksa Polantas dan pemeriksa PNS
Dishub di jalan yang dilakukan hanya apabila terjadi peningkatan angka
pelangparan dan kecelakaan dan atau kejahatan lalu lintas (Pasal 9 PP

42/1993 dasar hukum Polri dan pasal 10 PP 42 tahun 1993 untuk Pemeriksa

PNS tertentu).




Kendala-kendala yang dihadapi oleh Polantas dan Dishub dalam
melakukan kerjasama antara lain:
a. Kurangnya komunikasi yang efektif dalam penanggulangan kecelakaan

lalu limtas,

. Koordinasi yang kurag ddlam penanggulangan kecelakaan lalu
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Kejahatan menyangkut kendaraan bermotor.

d. Puldata langgar dan laka lantas dan Anev data-data poin a s.d ¢ dalam
periode tertentu sesual pasal 9 PP 42/1993 dan Pasal 15 UU Nomor 2
Tahun 2002 tentang sistem informasi kriminal nasional,

Sementara untuk Dishub vaitu:

a  Tugas pemantauan dan penilaian atas kebijaksanaan vang ditetapkan
berdasarkan perintah dan larangan di jalan (Rambu, Marka dan Apill)
sesuai pasal 2 ayat 4 PP 43/1993 apabila menemukan pelanggaran lalu
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lintas wajib untuk menindak (pasal 111 KUHAP) dengan menggunakan
Berita Acara berdasarkan pasal 121 KUHAP Yo Pasal 75 KUHAP berupa
‘acara pemeriksaan cepat (pasal 205-210 KUHAP).

b. Dalam keadaan tertentu pemesiksaan izin trayek diluar terminal (Pasal 53

ayat 2 huruf e).
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SINK. STCKB, TNKB dan TCKB.

b. Pemeriksa Dishub mempedomani pasal 4 PP 42 tahun 1993 meliputi
persyaratan teknis dan laik jalan serta kewajiban memiliki tanda bukti
lulus wji untuk kendaraan bermotor vang wajib uji termasuk penggunaan
sabuk keselamatan (jika telah diberlakukan).

Konstruksi PP 42/1993 dan rumusan menyangkut pemeriksaan

kendaraan bermotor di jalan yang terkait dengan kewenangan menghentikan

kendaraan bermotor dikatagorikan sebagai berikut:
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a Dalam hal kegiatan rutin yang dilakukan oleh Dishub dalam rangka
pemantauan dan penilaian (Pasal 2 ayat (4) PP 43 tahun 1993 dan pasal 53

avat 2 huruf e UU Nomor 14/1992 wajib Petugas Dishub menindak

pelanggaran lalu lintas tertangkap tangan dan untuk itu terkait juga dengan

N\

Dishub terkait dengan penyelenggaraan fungsi lalu lintas dan penyidikan
pelangaran dan kecelakaan lalu lintas. Hal demikian jelas ditemukan dalam
pendataan pelanggaran lalu lintas oleh Dishub antara lain pihak Dishub setiap
menindak pelanggaran tidak pernah mengirimkan data pelanggaran ke pihak
Polantas, memberi petunjuk apalagi menegor jika ada kekeliruan /kesalahan.
Data pelanggaran lalu lintas untuk kepentingan pembangunan nasional yang
dikelola pihak Polantas/Polri berdasarkan pasal 15 UU Nomor 2 tahun 2002
hanya dari data penindakan Polri semata. Kekeliruan tersebut hanva dapat




diperbaiki apabila setiap petugas Polantas memahami tugas dan perannya
sebagai penegak hukum laly lintas dan perannya selaku koorwas terhadap
penyidik Dishub tertentu, sehingga petugas Polantas tidak lagi mengeluhkan

tindakan Dishub dalam penindakan pelanggaran, pengawalan tetapi wajib

hukumnya untuk memberi
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Dengan demikian jelas bahwa Polantas dan Dishub berdasarkan UU dan
Perda dapat melakukan pengaturan penjagaan dan patroli lalu lintas di Kota
Parepare.

Dart penjelasan tersebut diatas dalam rangka upaya menciptakan
kawasan tertib lalu-lintas merupakan tugas semua pihak, khususnva
Pemerintah Daerah, terutama Dinas Perhubungan. Kerjasama Polantas dengan

Dishub saat ini masih belum optimal. Dinas Perhubungan sebagai representasi

dari Pemda yang berfungsi membuat aturan tentang marka lalu lintas, rambu




65

lalu lintas, dan fasilitas fisik lalu lintas lainnya masih kurang optimal.

Sementara itu, Polres/Polantas yang berperan menegakkan aturan lalu lintas

seringkall  kurang  optimal dalam  memenuhi tanggungjawabnya,
berkomunikasi dan pembagian kegja dengan Dinas Perhubungan.

NN 2
PN AT

NN ).
)

SN

mbil alih fungsi
a diamanatkan
Angkutan Jalan
Bahkan, sampai dengan saat ini, masih ada wacana yang berkembang bahwa
terjadi tumpang tindih kewenangan antara Polri dan Pemda. Pemda vang
diwakili oleh Dinas Perhubungan menginginkan bahwa pembuatan aturan lalu
lintas sekaligus penegakkan serta pengaturan lalu lintas ditangani oleh Dinas
Perhubungan. Lebih jauh lagi, Dinas Perhubungan menginginkan bahwa
pembuatan SIM ditangani oleh Dinas Perhubungan. Wacana ini tentu akan

mempengaruhi  kerjasama Polantas dengan Dinas Perhubungan dalam

menciptakan kawasan tertib lalu lintas,




Kawasan tertib lalu lintas sangat penting bagi semua masyarakat
sehingga segala aktifitas di jalan raya dapat dilakukan secara teratur, tertib,

disiplin dan patuh terhadap rambu-rambu lalu lintas yang ada. Kawasan tertib
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operasi lalu lintas

kawasan tertib
lalulintas. Selain itu, dapat menciptakan mekanisme sidang lalu lintas bagi
para pengendara kendaraan bermotor secara cepat, akurat dan efektif dengan
menjalin kerjasama dengan dinas pendapatan, pihak kejaksaan dan pengadilan
sehingga sankst berupa denda uang/matent dapat masuk ke kas negara yang

bersifat legal sehingga akan menimbulkan percontohan bagi daerah lain.




BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

. Kenasama dalam penanggulangan kecelakaan lalu lintas telah dilakukan olch
pihak Polantas dan Dinas Perhubungan untuk menanggulangi segala hal
perisitwa atau kejadian lalu lintas jalan, sehingga kedua instansi masing-
masing bertanggungjawab, harus berkomunikasi aktif dan melakukan
pembagian tugas untuk menghindari terjadinva kemacetan lalu lintas dan
latuhnya korban kecelakaan lalu lintas, sehingga perlu diatur dengan baik oleh

pihak Polantas dan Dinas Perhubungan Kota Parepare.
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B. Saran
Berdasarkan kesimpulan di atas, maka disarankan-
1. Pihak Polantas untuk terus menjalin kerjasama dengan pihak Dinas

Perhubungan dalam meningkath kualitas pengelolaan lalu lintas jalan
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3. Bagaimana koordinasi yang terjalin dari Kerjasama antara Polantas dan Dinas
Perhubungan dalam melakukan penanggulangan kecelakaan lalu lintas jalan?




Pengaturan

1. Bagaimana pihak Polantas dan Dinas F
jalur jalan untuk kelancaran lalu linta

arhubungan dalam melakukan pengaturan
Mg ?
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1. Bagaimana pi
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2. Bagaimana pihak Poluntas dan Dinas Perhubungan dalam melukukan kerjasama
menertibkan perparkiran di jalan?




3. Bagaimana pihak Polantas dan Dinas Perhubungan dalam melakukan kerjasama
menertibkan rambu-rambu lalu lintas?

4. Bagaimana pihak Polantas/dar in falam melakukan Kerjasama
menertibkan surat kendard, ig ggunakan lalu lintas
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Pihak Polantas Kota Parepare

Hasil Wawancara Informan BS
Tanggal: 19 Juni 2019

Pﬁﬂﬂl’l:iﬂﬂﬂ - 1 i |
Bagaimana koordinasi  y; alu lintas, tugas pokok

\\\ nﬁ

ena kondisi jalan
g adi di Kota Parepure ada ruas jalan

: a yang sempit yang |

harus dmmr cll:n gan ha.ik ]
Bagaimana  kerjasama  menertibkan | Setiap ada  kemacetan kami  selalu
kemacetan lalu lintas? berkoordinasi dengan Dishub, khususnya

pada  akrivitas  kemacetan  vang |
diakibatkan oleh kondisi jalan vang rusak
atau tidak terdapat rambu-rambu jalan
yang secara langsung maupun tidak
langsung  menimbulkan  kemacetan.
Kerjasama  dengan  Dishub  untuk
memperbanyak  rambu-rambu  jalan
sesuat peruntukan kelancaran lalu lintas




Bagaimana  kerjasama  menertibkan | Sebagai Polantas mempunyai tugas untuk
rambu-rambu lafu lintas? menertibkan  pengguna  jalan  yang
melanggar rambu-rambu jalan yang telah
Jipasang.  Karena it kami  selalu
saia dengan pihak Dishub untuk
M masukan  dalam  memasang
: an untuk mewujudkan
as dengan baik bagi

///‘lnm i\



Hasil Wawancara Informan NR
Tanggal: 19 Juni 2019

| Pertanyaan
Bagaimana kerjusama dalam pengaut
jatur jalan lalu fintas?

lancar bersama dengan
Pengaturan jalur jalan

ses  jalan,
as jalan

tidak

memarkir kendaraannya di sembarang
tempat atau dibahu jalan yang tidak
disediakan tempat parkir. Karena itu sava
sering bekerja sama  dengan Dishub
untuk  menentukan  lokasi  perparkiran
yang bisa digunakan oleh pengguna jalan
tanpa mengganggu lalu lintas jalan

Bagaimana kerjasama menertibkan surat
kendaraan?

Salah  satu  tugas Polantas  adalah
mengamati  dan memeriksa surat-surat
kendaraan dari  pengguna  jalan.  Ini
penting  untwk  mengetahui  aktvitas




kendaraan yang legal beroperasi seperti
bulan dan tahun operasional dari nomor
endaraan,  schingga  bila  terjadi
celakaan atau hal-hal yang berkaitan
ogan, kendaraan  dan  penggunanya
wlentifikas:.  Unwk  sura

mi tiduk  melakukan

i Dishub R

st dengan pihak
bagaimana

.....
] by




Pihak Dishub Kota Parepare

Hasil Wawancara Informan YH
Tanggal: 24 Juni 2019

| Pertanyaan

Bagaimana  koordinasi
dalam  pengaturan,
pﬂnanggu]angan keceldkudr

adaraan di jalanan perlu
: dan  ditanggulangi
‘mya kc«r.-_*lakaan

a5 jalan yang
) empit  dengan
mr.mhenkan beberapa rambu jalan yang
harus dilihat oleh pengguna jalan dalam
rangka menghindari kemacetan lalu lintas
Bagaimana  kerjasama  menertibkan | Betul sekali, kami dari Dishub selalu
kemacetan lalu lintas? diminta oleh Polantas untuk memperbaiki
beberapu kondisi jalan yang rusak, dan
Polantas  sering  meminta  untuk
disediakan rambu-rambu Jalan,‘

khususnya rambu-rambu yang berkaitan
dengan penghentian, dilarang parkir dan
rambu-rambu  kondisi  jalan  serta




kecepatan jalur kendaraan per jam. Ini
penting untuk menertibkan  arus lalu

DRI
\\\‘I!‘ s mi
A0 :

=N
~

\

\MEN

= o
&




‘Hasil Wawancara Informan RB
Tanggal: 24 Juni 2019

Pertanyaan
Bagaimana ['{ijSdIt'lﬂ dalam pe penga
kendaraan jalan lulu lintas?

dishub  senantiasa

an lingkat kemacetan yang
d jJani-jam tertentu pada satu
oty \t ehingga mya selalu

UF!’A,##,{

depan Kantor Pf:mrrimah

Bagaimana kerjasama menertibkan surat
kendaraan?

Bagi Dishub yang berkaitan dengan
penertibin surat kendaraan untuk saat ini
hanya berkaitan dengan trayek untuk
mengenal  berat  beban muatan  vang
diangkut oleh kendaraan, Schingga
kerjasama kami dengan Polantas jarang
dilakukan hanya mengkomunikasikan
jenis kendaraan dengan tanf trayek untuk
pemuatan setiap kenduraan yang dupat
melalui jalur lalu lintas kKhusus




Bagaimana  komunikasi  yang terjalin | Dishub  berupaya

untuk selalu

dalam  bekerjusama  menanggulangai | memperbaiki fasilitas jalan agar rata,

kecelakaan lalu lints?

AY
b

ik fasili

idak  berlubang  dan  nyaman  untwk
/.\-.1 i yang tidak  menimbulkan
celuka: schingga saya  selalu

pihak  Poluntas
pengguna  jalan
tas jalan yang
kan




Pengguna Jalan di Kota Parepare

Hasil Wawancara Informan JM dan SR
‘Tanggal: 24 Juni 2019

Pertanyaun

Bagaimana  kerjasama
Dishub dalam pengatur:
lintas?

lintas?

&
gggg

aan lalu lintas
i ! 1 akses jalan yang
ada  di  Parcparc sering  mengalami
kemacetan dikarenakan akses jalan
primer dan sckunder sering terjadi titik
kemacetan karena ada beberapa akses
Jalan yang belum diperbaiki oleh pihak
Dishub. schingga Polantas harus rutin
mengarahkan pengguna lalu lintas jalan

Bagaimana kerjasama Polantas  dan
Dishub  menertibkan  kemacetan  lalu
lintas?

Saya melihat kalau terjadi kemacetan di
jalan, saya melihat banyak petugas yang
melakukan penertiban, baik  Polantas
maupun Dishub. Tentu ini




Bagaimana  kerjasama
Dishub  menertibkan  perparki
lintas?

mengindikasikan  bahwa  sudah  ada
kerjasama  dalam  upaya melakukan
penertiban  lalu  lintas  jalan  untuk

o] lndan kemacetan

rambu-rambu yang
lan, di depan pasar, toko-

kdﬁmm

Bagaimana tanggungjawab Polantas dan
Dishub dalam bekerjasama
menanggulangai kecelakaan lalu lintas?

Saya melihat apabila terjadi kecelakaan
lalu lintas vang paling bertanggungjawab
memiliki kewenangan adalah Polantas

vang  terun langsun  melakukun
penyelidikan di TKP atas  kejadian
kecelakaan, sedangkan Dishub

bertanggungjawab bila ada fasilitas jalan
vang rusak atau tidak berfungsi yang |
menyebabkan kemacetan dan kecelakaan |
lalu lintas




Bagaimana komunikasi yang terjalin | Saya melihat jarang sekali Polantas dan
antara  Polantas  dan  Dishub  dalam | Dishub  melakukan  kerjusama  di
bekerjasama menanggulangai kecelakaan lapangan, karena biasanya  Polantas
lalu lintas? ngaur  lalu lintas  jalan  dan

rhatikan pengguna lahan.
gkamDishub hanya memperhatikan
eraa yang memiliki rayek.
mikast  ini dilukukan
munikast  dalam
M nekeriaan
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